
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
 
TAHUN 2013 NOMOR 3
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN 
NOMOR 3 TAHUN 2013 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008
 
TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI WAY KANAN, 

Menimbang a.	 bahwa daerah otonom Kabupat.en Way Kanan 
berweriang penuh mengatur penyelenggaraan urusan 
rumah tangga dacrah scndiri dan urusan 
pembantuan di Kabupaten Way Kanan; 

b.	 bahwa Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah 
Kabupaten Way Kanan yang telah diatur dengan 
Peraturan Daerah Kabupatcn Way Kanan Nomor 3 
Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah 
Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Way Kanan perlu dilakukan 
perubahan dan peninjauan kernbali agar lebih efektif 
dan efisien sesuai clengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 41 Tahun 2007 tcntang Organisasi Perangkat 
Daerah; 

c.	 bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana 
dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah ten tang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi 
Sekrctariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Ncgara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3041) sebagaimana Lelah diubah dengan 
Undang-Undang Nornor 43 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lernbaran Ncgara Republik Indonesia 
Nomor 3890); 

2.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way 
Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur 
dan Kotamadya Dacrah Tingkat II Metro (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3825); 

3. Undang ..... 



3.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Pe raturan Perundang-Undangan 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 5234); 

6.	 Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah 
sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nornor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

8.	 Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Uridangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

9.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah h.abupatenjKota (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahari 
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4737); 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Ncgara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nornor 2 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122); 

Memperhatikan..... 



Memperhatikan 1.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis 
Penataan Organisasi Perangkat Daerah. 

2.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

Dengan persetujuan bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN WAY KANAN 

DAN 

BUPATI WAY KANAN 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 
TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN 
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN WAY KANAN. 

Pasal1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan 
Nomor 3 Tahun 2008 ten tang Organisasi Sekretariat Daerah dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 123) diubah 
sebagai berikut: 

1.	 Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d diubah sehingga Pasal 8 ayat (1) 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal8 

(1)	 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasa1 7 ayat (1) huruf a, membawahi: 
a.	 Bagian Administrasi Pemerintahan dan Pertanahan; 
b.	 Bagian Administrasi Kesejahteraan dan Kemasyarakatan; 
c.	 Bagian Hukum; dan 
d. Bagian Humas dan	 Protokol. 

2.	 Ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf b dan huruf c diubah sehingga 
Pasal 9 ayat (4) berbunyi sebagai berikut: 

Pasal9 

(4)	 Bagian Humas dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (1) huruf d, terdiri dari: 
a.	 Sub Bagicm Protokol: 
b.	 Sub Bagian Humas; dan 
c.	 Sub Bagian Perjalanan Dinas Kepala Dacrah dan Dokumentasi. 

3.	 Ketentuan.... 



3.	 Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf d dihapus sehingga 
Pasal 10 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 10 

(1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud 
Pasal 7 ayat (1) huruf b, mcmbawahi: 
a. Bagian Administrasi Pernbangunan; 
b. Dihapus; 
c. Bagian Administrasi Perekonomian; dan 
d. Dihapus. 

4.	 Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 11 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 11 

(1)	 Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 
10 ayat (1) h uruf a, terdiri dari: 
a.	 Sub Bagian Penyusunan Program; 
b.	 Sub Bagian Monitoring dan Pengendalian; dan 
c.	 Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. 

(2)	 Dihapus 

(3)	 Bagian Administrasi Perekonomian sebagaimana dimaksud Pasal 
10 ayat (1) h uruf c, tcrdiri dari: 
a.	 Sub Bagian Perekonomian dan Produksi Daerah; 
b.	 Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha; dan 
c.	 Sub Bagian Kerjasama Ekonomi. 

(4)	 Dihapus 

(5)	 Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 
diangkat dari PNS yang rnernenuhi syarat kepangkatan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalam 
me1aksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab 
langsung kepada Kepala Bagian yang mernbawahi. 

5.	 Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c diubah sehingga Pasal 12 ayat 
(1)	 berbunyi sebagai berikut: 

Pasa112 

(1)	 Asisten Administrasi Umum. scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (1) huruC c , mernbcwehi: 

a.	 Bagian Umum; 
b.	 Bagian Perlengkapan; dan 
c.	 Bagian Organisasi. 

6.	 Ketentuan.... 



6.	 Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf c dan ayat (3) 
diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 13 

(1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf a, 
terdiri dari: 
a.	 Sub Bagian Tala Usaha dan Keuangan; 
b.	 Sub Bagian Rumah Tangga; dan 
c.	 Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi. 

(2) Bagian Pcrlengkapan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) 
huruf b, terdiri dari: 
a.	 Sub Hagian AnaJisa Kebutuhan; 
b.	 Sub Bagian Pengadaan; dan 
c.	 Sub Bagian Pencatatan dan Distribusi. 

(3) Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf 
c, lerdiri dari: 
a.	 Sub Bagian Kelembagaan; 
b.	 Sub Bagian Ketatalaksanaan; dan 
c.	 Sub Bagian Analisa Jabatan dan Kcpegawaian. 

(4) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 
diangkat dari PNS yang mcmenuhi sya rat kepangkatan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalam 
melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab 
1angsung kcpada Kepala Bagian yang membawahi. 

7.	 Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf d diubah sehingga Pasal 17 ayat 
(2)	 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 17 

(2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (I) 
huruf b, terdiri dari: 
a.	 Bagian Umum; 
b.	 Bagian Risalah dan Persidangan; 
c.	 Bagian Keuangan; dan 
d.	 Bagian Perundang-undangan dan Hurnas. 

8.	 Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a, ayat (3) huruf b, ayat (4) huruf 
a dan b, diubah sehingga pasal 18 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 18 

(1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) 

huruf a, terdiri dari: 
a.	 Sub Bagian Rumah Tangga; dan 
b.	 Sub Bagian Tata Usaha. 

(2) Bagian Risalah dan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (2) huruf b, terdiri dari: 
b.	 Sub B~gian Risalah; dan 
c.	 Sub Bagian Persidangan 

(3) Bagian ..... 
(3:\ Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud 

terdiri dari: 



a.	 Sub Bagian Anggaran; dan 
b.	 Sub Bagian Perbendaharaan. 

(4) Bagian Perundang-undangan dan Humas sebagaimana dimaksud 
Pasal 17 ayat (2) huruf d, tcrdiri dari: 
a.	 Sub Bagian Perundang-undangan; dan 
b.	 Sub Bagian Humas. 

(5) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 
diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalam 
melaksanakan tugas bcrada dibawah dan bertanggung jawab 
langsung kepada Kepala Bagian yang membawahi. 

9.	 Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisah dari peraturan daerah ini. 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pacta tanggal 01 Januari 2014. 

Agar sct.iap orang mengctab uinya, mcmerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Way Kanan. 

Ditetapkan di Blambangan Umpu 
pacta tanggal 23 September 2013 

BUPATI WAY KANAN, 

dto 

BUSTAMI ZAINUDIN 

Diundangkan di Blambangan Umpu 
pada tanggal 23 September 2013 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN, 

dto 

Ir.	 Hi. BUSTAM HADORI, M.M. 

LEMBARAN DAERAH KABUPA N WAY KANAN TAHUN 2013 

NOMOR3 

Disalin se ai dengan aslinya 
KEPALA B GIAN HUKUM, 

\. 
\'\ 

BAK RIL S.H. M.M. 
Pembina 

NIP. 196 1215 198101 1 001 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN 
NOMOR 3 TAHUN 2013 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008
 
TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
 

1.	 UMUM 

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemcrintahan Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 38 
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Perrierintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabtipateriy Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah, membawa perubahan yang 
cukup signifikan terkait dengan penyelenggaraan Pemcrintahan 
Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah pada umumnya dan 
khususnya perubahan clari sisi kclernbagaan, bahkan perubahan 
dirriaksud berpengaruh pada garis kebijakan, koordinasi, pengendalian 
serta pcrtanggungjawaban. 

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya peraturan perundang­
undangan sebagaimana tersebut diatas dan agar penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan, dan pelavanan kcpada masyarakat di 
daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan 
Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 'rabun 2008 tentang 
Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat I?~\~an 
Perwakilan Rakvat Dacrah Kabupaten Way Kanan perlu ditinjau 
kembali dan m~newpkan Orzanisasi Sekretariat Daerah Kabupaten

b	 . d 
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sesuai engan 
jiwa dan semangat serta ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan tersebut. 

II.	 PASAL DEMI PASAL 

Pasa18 
avat (1) . Humas diubah 

~	 pada huruf d , nomenklatur Bagmn 
menjadi Bagian Humas dan Protokol. 

Pasa19 
avat (4) B' Publikasi dan 

. Perubahan nomenklatur Sub ag~an 
. di	 S b Bazran Humas dan

Pemberitaan menJa 1 u D " 

Perubahan Sub Bagia~ Sandi . dan Do~~~e~~~~ 
. di Sub Baaian Perjalanan Dmas Kep111enjo 1 b 

d an 'Dok u l1l.en tm,i.	 pasa1 10 ..... 



Pasal 10 
ayat (1) 

pada huruf b Bagian Administrasi Sumber Daya Alam 
dihapus dan pada huruf d Bagian Administrasi 
Penanaman Modal dihapus. Fungsi kedua Bagian 
tersebut dilaksanakan oleh instansi lain. 

Pasal 11 
ayat(l) 

Cukup Jelas 
ayat (2) 

Cukup Jelas 
ayat (3) 

pada huruf c, nomenklatur Sub Bagian Kerjasama 
Ekonomi dan Pengelolaan Perizinan diubah menjadi 
Sub Bagian Kcrjasama Ekonomi. Fungsi pengelolaan 
perizinan dilaksanakan oleh instansi lain. 

ayat (4)
 
Cukup Jelas
 

ayat (5)
 
Cukup Jelas
 

Pasal 12 
ayat (1) 

pada huruf c, nomenklatur Bagian Organisasi dan Tata 
Laksana diubah rnenjadi Bagian Organisasi. 

Pasal 13 
ayat (1) 

pada huruf a, nomenklatur Sub Bagian Tata Usaha, 
Kepcgawaian dan Keuangan diubah menjadi Sub 
Bagian Tata Usaha dan Kcuangan. Fungsi 
Kepegawaian dilaksanakan oleh Bagian Organisasi. 

ayat (2) 
pada huruf c, nomenklatur Sub Bagian Pencatatan dan 
Pcnghapusan diu bah menjadi Sub Bagian Pencatatan 
dan distribusi. Fungsi penghapusan aset dilaksanakan 
oleh instansi lain. 

ayat (3) 
pada huruf c, nomenklatur Sub Bagian Analisa 
Furmasi .Jabatan diubah menjadi Sub Bagian Analisa 
.Jabatan dan Kepegawaian. 

Pasal 17 
ayat (':2) . 

Pada huruf d, nomenklatur Bagian Humas drubah 
rnenjadi Bagian Perundang-undangan dan Humas. 

Pasal 18 ..... 



Pasal 18 
ayat(l) 

pada huruf a, nomenklatur Sub Bagian Umum dan 
Rumah Tangga diubah menjadi Sub Bagian Rumah 
Tangga. 

ayat (2)
 
Cukup Jelas
 

ayat (3) 
pada huruf b, nomenklatur Sub Bagian Akuntansi dan 
Perbendaharaan diubah menjadi Sub Bagian 
Perbendaharaan. 

ayat (4) 
pada huruf a dan b, nomen kaltur Sub Bagian Protokol 
dan Humas diubah menjadi Sub Bagian Perundang­
undangan dan nomenklatur Sub Bagian Dokumentasi 
dan Perpustakaan diubah menjadi Sub Bagian Humas. 

ayat (5)
 
Cukup Jelas
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN 
NOMOR 149 
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dto
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